KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMOKETAWANG
Nomeor : 141/007/438.7.9.16/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024

Menimbang

Mengingat

DESA SIMOKETAWANG KECAMATAN WONOAYU

KABUPATEN SIDOARJO

KEPALA DESA SIMOKETAWANG

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36

ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2020 tentang Pedoman = Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
penyusunan RKP Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa
Simoketawang Kecamatan = Wonoayyu
Kabupaten Soidoarjo Tentang Tim Penyusun RKP
Desa Sidoarjo Kecamatan Wonoayu Kabupaten

Sidoarjo.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2012 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6398);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
Peratuan Presiden Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014



10.

11.

12.

13.

14.

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan
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16.

17.

18.

19.

20.

Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang
Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-
Undangan Dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
(Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1071);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2017 tentang Stadar Pelayan Minimal Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di
Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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33.
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35.
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1633);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07
Tahun 2022 tentang Pengelolaam Dana Desa
Tahun Anggaran 2022

Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa 2023

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun
2022 tentang Pedoman ketahanan Pangan di desa
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016
Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 54);

Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017
Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2017 Nomor 47);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun
2018 Tentang Pengelolahan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018
Nomor 114);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 tahun 2019
tentang perubahan ke satu Peraturan Bupati
Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolahan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor
46);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang
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40.

41.
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44.

45.

46.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor
11);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 tahun 2023
tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
Pajak Daerah, Bagi Hsil Retribusi Daerah, Dana
Desa dan Bantuan Keuangan Kepala Desa Di
Sidoarjo Tahun anggaran 2023

Peraturan Bupati sidoarjo Nomor 98 tahun 2022
Tentang pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023

Surat Sekertariat Daerah Pemerintah Nomor
000/909/438.7.9/2021 Perihal  Optimalisasi
penggunaan operasional Kendaraan Siaga Desa di
masa Pandemi Covid-19

Surat Sekertariat Daerah Pemerintah Nomor
000/16763/438.7.9/2021 Perihal Petunjuk
penyusunan APBDes tahun 2023

Peraturan Desa Simoketawang Nomor 8 Tahun
2018 Tentang Daftar Kewenangan desa
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala desa

Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2022 tentang
RPJM Desa Simokertawang (Lembaran Desa
Simoketawang Tahun 2022 Nomor 06);

Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2022 tentang

RKP Desa Simoketawang Tahun anggaran 2023



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

(Lembaran Desa Simoketawang Tahun 2023
Nomor 07);

47.Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2022 tentang
APB Desa Simoketawang Tahun anggaran 2023
(Lembaran Desa Simoketawang Tahun 2023

Nomor 06);

: Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP

Desa Tahun 2024 pada Tanggal 11 Juli 2023 yang
bertempat di Balai Desa Simoketawang Kecamatan

Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan

ini.

Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

untuk:

1. pencermatan perkiraan pendapatan Desa;

2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

3. penyusunan rancangan RKP Desa;

4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP
Desa; dan

5. penyusunan desain dan rencana anggaran biaya

(RAB) kegiatan.

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan
tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Simoketyawang



KEEMPAT

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun

Anggaran 2024 dan Swadaya Desa.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana

mestinya dan apabila ada perubahan akan diatur

dalam surat keputusan kepala Desa berikutnya.

Ditetapkan di Desa Simoketawang
Pada tanggal, 11 Juli 2023
KEPALA DESA SIMOKETAWANG,

TTD

(ABDUL WARAS)



LAMPIRAN
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Keputusan Kepala Desa Simoketawang
Nomor :141/007/438.7.9.16/2023
Tentang: Pembentukan Tim Penyusun

RKP Desa Tahun 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA SIMOKETAWANG KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2024

NO NAMA JABATAN UNSUR

1. | Suyantok Ketua Sekertaris Desa
2. | Bagus Sasmito Sekretaris Perangkat Desa
3. |Jamil Anggota Perangkat Desa
4. | Eka Wahyuningsih Anggota Perangkat Desa
5. | Mohamad Rudin Anggota Perangkat Desa
6. | Abdul Wahab Anggota Perangkat Desa
7. | Syaiful Bahri Anggota Perangkat Desa
8. | M. Irwan Pambudi Jayanto Anggota Perangkat Desa
9. | Sudiyono Anggota Anggota LPMD

KEPALA DESA SIMOKETAWANG,

TTD

(ABDUL WARAS)




